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ABSTRACT 

Mining activities constitute a high-risk industry that requires the implementation of a 

structured, measurable safety management system in compliance with regulatory requirements. 

The Mining Safety Management System (SMKP) is mandatory for all mining companies and 

mining service companies as a primary instrument for protecting occupational safety and the 

environment. However, research findings at PT Adaro Tirta Sarana indicate that the level of 

SMKP implementation has only reached 57.08%, which remains below the minimum standard 

of 75% required by the PKP2B holder, PT Adaro Indonesia. This condition reflects a gap 

between policy formulation and implementation across various SMKP elements. This study 

employed a qualitative approach using open coding, axial coding, and selective coding 

techniques to identify the root causes of non-compliance in SMKP implementation. Data were 

collected through document reviews, interviews, field observations, and focus group 

discussions (FGDs) conducted in three operational areas involving eight key informants. The 

open coding results reveal that the main obstacles include policies that remain merely as 

documents without being translated into actionable programs, unmeasurable planning, 

mismatches in personnel competencies, operational implementation that does not comply with 

procedures, and weak evaluation and follow-up mechanisms. Through axial coding, these 

obstacles were categorized into four main groups: policy weaknesses, ineffective planning, 

inconsistent implementation, and low evaluation accountability. The core theme identified 

through selective coding indicates that the lack of integration of a safety culture within 

organizational governance is the primary factor contributing to the gap between policy and 

SMKP implementation. This study emphasizes the need to reformulate SMKP implementation, 

strengthen organizational safety structures, and optimize monitoring and evaluation systems to 

enhance compliance of mining service companies with applicable safety standards and 

regulations. 
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PENDAHULUAN 

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko yang sangat 

tinggi karena melibatkan modal besar, teknologi kompleks, dan keterlibatan sumber daya 

manusia dalam jumlah signifikan. Pada aktivitas operasionalnya, kegiatan pertambangan 

memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, 

hingga pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola melalui sistem keselamatan yang 

terstruktur dan sesuai standar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan seluruh pelaku usaha pertambangan dan 

perusahaan jasa pertambangan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 

Pertambangan (SMKP) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, 

Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, serta Kepdirjen Minerba Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019. 

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi SMKP di lapangan seringkali 

tidak berjalan efektif. Hal ini tercermin dari kinerja Keselamatan Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup PT. Adaro Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2022 masih 

mencatat 137 insiden, meliputi 5 insiden lingkungan, 4 minor injuries, 3 loss time injuries, 107 

kerusakan peralatan (property damage), dan 26 nearmiss. Data tersebut menunjukkan bahwa 

sistem keselamatan belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kelemahan pada elemen 

pengendalian bahaya, kedisiplinan operasional, dan kepatuhan prosedural. Kondisi ini 

menuntut evaluasi mendalam terhadap penerapan SMKP, khususnya pada perusahaan jasa 

pertambangan yang beroperasi di bawah koordinasi PT. Adaro Indonesia. 

Penelitian pada PT. Adaro Tirta Sarana (PT. ATS) sebagai perusahaan jasa 

pertambangan yang mendukung operasional Adaro menunjukkan bahwa tingkat penerapan 

SMKP hanya mencapai 57,08%, jauh di bawah standar minimum 75% yang dipersyaratkan 

oleh pemegang izin. Dari total 85 kriteria SMKP yang dinilai, hanya 30 kriteria yang telah 

sesuai, sementara 55 kriteria masih belum memenuhi ketentuan. Fakta ini mengindikasikan 

adanya kesenjangan kebijakan dan implementasi pada berbagai elemen SMKP, mulai dari 

kebijakan yang tidak diturunkan secara sistematis ke dalam program, perencanaan keselamatan 

yang tidak terukur, ketidaksesuaian kompetensi personel, hingga lemahnya evaluasi dan tindak 

lanjut. 

Kesenjangan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola 

organisasi, kapabilitas sumber daya manusia, dan efektivitas kebijakan perusahaan dalam 

menerjemahkan regulasi ke dalam operasional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan 

analisis yang tidak hanya menggambarkan tingkat pemenuhan kriteria, tetapi juga mampu 

mengidentifikasi penyebab mendasar dari ketidaksesuaian tersebut. Pendekatan kualitatif 

berbasis Grounded Theory, melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding, 

dipilih untuk menggali pola-pola hubungan antara regulasi, perilaku organisasi, dan 

implementasi program keselamatan secara lebih komprehensif. 

Kajian mengenai kesenjangan penerapan SMKP ini penting tidak hanya untuk 

meningkatkan kinerja keselamatan di PT. ATS, tetapi juga memberikan kontribusi bagi 

penguatan kebijakan publik di sektor pertambangan, evaluasi efektivitas regulasi ESDM, dan 

upaya peningkatan kepatuhan hukum lingkungan oleh perusahaan jasa pertambangan di 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma Grounded Theory 

untuk mengeksplorasi kesenjangan kebijakan dalam implementasi Sistem Manajemen 

Keselamatan Pertambangan (SMKP). Grounded Theory dipilih karena pendekatan ini dapat 

mengungkap pola hubungan antar faktor, membangun kategori tematis, serta menemukan tema 

inti melalui proses koding bertahap (open–axial–selective). Penelitian ini tidak hanya 
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menganalisis pemenuhan regulasi, tetapi juga melibatkan konteks organisasi, perilaku aktor, 

dan dinamika dalam implementasi kebijakan SMKP di lapangan. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Adaro Tirta Sarana (ATS), yang mendukung produksi 

PT Adaro Indonesia. Lokasi ini dipilih karena telah dilakukan audit pemenuhan SMKP dengan 

hasil di bawah standar regulasi (57,08%). Delapan informan kunci dipilih dengan teknik 

purposive sampling, yang terdiri dari pihak manajemen, supervisor, pengawas operasional, 

petugas K3, dan personel yang terlibat langsung dalam implementasi SMKP di tiga area 

operasional perusahaan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi 

lapangan, analisis dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memvalidasi temuan 

awal. 

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan tiga tahap dalam Grounded Theory: 

open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap open coding, ditemukan lebih dari 

18 konsep utama terkait SMKP, seperti lemahnya sosialisasi dan kompetensi yang kurang. 

Kemudian, pada tahap axial coding, konsep-konsep ini dikelompokkan menjadi empat kategori 

inti: kesenjangan kebijakan, kelemahan perencanaan dan kompetensi, ketidakefektifan 

implementasi operasional, serta rendahnya akuntabilitas evaluasi dan pengawasan. Tahap 

selective coding menghasilkan tema inti, yaitu kurangnya integrasi budaya keselamatan dalam 

tata kelola organisasi, yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Validitas data diperkuat 

dengan triagulasi sumber, metode, member checking, serta audit trail untuk memastikan 

keabsahan temuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Penerapan SMKP 

Hasil penilaian terhadap tujuh elemen SMKP menunjukkan bahwa tingkat 

implementasi SMKP di PT Adaro Tirta Sarana hanya mencapai 57,08%, berada jauh di bawah 

standar minimal 75% sebagaimana dipersyaratkan oleh pemilik izin pertambangan. Dari total 

85 kriteria, hanya 30 kriteria yang dinyatakan sesuai, sedangkan 55 kriteria lainnya belum 

memenuhi ketentuan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan 

SMKP dan implementasinya di lapangan, sehingga perusahaan berpotensi tidak memenuhi 

persyaratan untuk tetap beroperasi di area tambang PT Adaro Indonesia. 

Hasil Open Coding: Identifikasi Isu Utama 

 

Tabel 3.2.1 Open Coding Elemen Kebijakan 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

Pada elemen kebijakan isu yang muncul meliputi: 
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• Kebijakan keselamatan sudah ada namun tidak diturunkan menjadi program kerja yang 

konkret. 

• Sosialisasi dilakukan tetapi tidak konsisten pada seluruh level pekerja. 

• Tidak semua pekerja memahami isi serta relevansi kebijakan. 

Meskipun nilai elemen kebijakan relatif tinggi (89,5%), implementasinya di lapangan tidak 

mencerminkan keselarasan antara policy statement dan operational action. 

 

Tabel 3.2.2 Open Coding Elemen Perencanaan 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

Open coding pada elemen perencanaan menunjukkan beberapa masalah penting, antara lain: 

• Perencanaan belum memenuhi seluruh sub-elemen SMKP. 

• Tidak ada target keselamatan yang terukur maupun rencana pengendalian risiko yang 

jelas. 

• Penyusunan HIRA dan TSP tidak dilakukan secara sistematis. 

Temuan ini konsisten dengan hasil audit bahwa elemen perencanaan hanya memenuhi 6,72% 

dari bobot maksimum . 

 

Tabel 3.2.3 Open Coding Elemen Organisasi dan Personel 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 
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Pada elemen Organisasi dan Personel isu yang diidentifikasi adalah: 

• Keterbatasan kompetensi teknis personel kunci SMKP. 

• Penunjukan PJO, pengawas operasional, hingga tenaga teknis khusus belum semuanya 

memenuhi syarat regulasi. 

• Pendidikan dan pelatihan tidak dilaksanakan secara berkala. 

Nilai elemen ini hanya mencapai 9,89% dari bobot maksimum, menunjukkan lemahnya 

struktur organisasi keselamatan. 

 

Tabel 3.2.4 Open Coding Elemen Implementasi 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

 

Open coding pada elemen implementasi menunjukkan berbagai ketidaksesuaian penerapan 

antara lain: 

• Prosedur pemeliharaan peralatan tidak dijalankan oleh tenaga teknis berkompeten. 

• Sistem pembelian sarana pertambangan tidak mengacu pada identifikasi bahaya 

produk. 
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• Tidak ada evaluasi vendor jasa pertambangan. 

• P3K belum konsisten terdokumentasi. 

• Tidak ada program off-the-job safety bagi karyawan. 

Temuan ini konsisten dengan catatan bahwa perusahaan belum memiliki prosedur pengamanan 

instalasi dan sistem SPIP yang sesuai regulasi. 

 

Tabel 3.2.5 Open Coding Elemen Evaluasi dan Tindak Lanjut 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

 

Isu utama pada elemen evaluasi dan tindak lanjut meliputi: 

• Evaluasi kepatuhan SMKP belum berjalan, termasuk inspeksi rutin dan audit internal. 

• Tidak ada mekanisme tindak lanjut atas temuan, sehingga tindakan perbaikan bersifat 

mengalir saja tanpa kontrol. 

Nilai elemen ini hanya 9% dari bobot maksimum 15%. 
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Tabel 3.2.6 Open Coding Elemen Dokumentasi 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

 

Dokumentasi Ini adalah elemen dengan nilai terendah: 

• Pelaksanaan hanya mencapai 25% dari bobot maksimum 3%  

• Manual SMKP belum tersedia. 

• Pengendalian dokumen dan rekaman keselamatan tidak berjalan. 

• Tidak ada sistem pengarsipan yang memadai. 

Kelemahan dokumentasi berdampak pada sulitnya menelusuri bukti implementasi. 

 

Tabel 3.2.7 Open Coding Elemen Tinjauan Manajemen 

 
Sumber: Dokumen Arif (2023) 

 

Isu pada elemen tinjauan manajemen yang utama Adalah : 

• Tinjauan manajemen memang dilakukan, tetapi tidak terencana, tidak berkala, dan 

tidak menghasilkan output perbaikan. 

• Tidak ada bukti bahwa kebijakan, kebutuhan sumber daya, dan pembaruan program 

dibahas secara sistematis. 

Nilai elemen ini hanya 53,8% dari bobot 5%. 
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3.3 Axial Coding: Pengelompokan Faktor Penyebab 

 

Axial coding mengelompokkan isu open coding menjadi empat kategori besar): 

1. Kesenjangan Kebijakan 

• Kebijakan bersifat dokumen, tidak diturunkan dalam program. 

• Sosialisasi tidak sistematis. 

2. Kelemahan Perencanaan dan Kompetensi 

• Perencanaan tidak terukur. 

• Kompetensi SDM tidak memadai untuk fungsi SMKP. 

3. Ketidakefektifan Implementasi Operasional 

• SOP tidak dijalankan. 

• Tidak ada evaluasi vendor. 

• Tidak ada bukti implementasi program keselamatan. 

4. Rendahnya Akuntabilitas Evaluasi dan Pengawasan 

• Tidak ada tindak lanjut audit & inspeksi. 

• Evaluasi tidak menghasilkan rekomendasi. 

Keempat kategori ini saling memengaruhi dan memperparah kesenjangan implementasi 

SMKP. 

Selective Coding: Tema Inti Penelitian 

Hasil selective coding menunjukkan tema inti: 

“Kurangnya integrasi budaya keselamatan dalam tata kelola organisasi menyebabkan 

kesenjangan kebijakan dan implementasi SMKP.” 

Temuan ini diperoleh setelah mengaitkan seluruh kategori axial coding menjadi satu 

konstruksi teoretis . Tema inti ini menggambarkan bahwa masalah utama bukan hanya teknis, 

tetapi berakar pada tata kelola keselamatan yang lemah, ditandai dengan: 

• Komitmen manajemen rendah 

• Program tidak berjalan 

• Dokumentasi buruk 

• Evaluasi tidak efektif 

Pembahasan: Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi SMKP 

1. Kebijakan Tidak Diturunkan Menjadi Aksi 

Meskipun nilai elemen kebijakan tinggi (89,5%), implementasinya lemah akibat: 

• Kebijakan tidak dijadikan dasar penyusunan perencanaan. 

• Tidak ada Key Performance Indicator (KPI) terkait SMKP. 

Ini sejalan dengan literatur bahwa implementasi kebijakan hanya efektif bila instrumen 

operasional dan tata kelola mendukungnya. 

2. Perencanaan Tidak Terukur dan Tidak Selaras Regulasi 

Kurangnya target keselamatan yang spesifik menjadikan: 

• Program keselamatan tidak dapat dievaluasi 

• Risiko tidak diidentifikasi secara benar 

• Rencana pengendalian bahaya tidak jelas 

Hal ini mendukung temuan bahwa perencanaan hanya mencapai 6,72% dari nilai maksimum. 

3. Kompetensi SDM Tidak Memadai 

Penunjukan personel tanpa kompetensi menyebabkan: 

• SOP tidak diimplementasikan 

• Pengawasan operasional lemah 

• Evaluasi vendor tidak dilakukan 

Temuan ini sejalan dengan regulasi SMKP yang menekankan kompetensi teknis sebagai syarat 

utama. 

4. Implementasi Operasional Tidak Konsisten 
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Kelemahan implementasi terlihat pada: 

• Pemeliharaan peralatan tanpa tenaga teknis kompeten 

• Pengamanan instalasi belum tersedia 

• Program P3K tidak terdokumentasi 

• Tidak ada program keselamatan keluarga (off-the-job safety) 

Kondisi ini menyebabkan risiko operasional meningkat. 

5. Evaluasi dan Dokumentasi Sangat Lemah 

Ketiadaan audit, inspeksi terencana, dan dokumentasi membuat perusahaan: 

• Tidak dapat membuktikan pemenuhan regulasi 

• Tidak dapat menilai efektivitas program 

• Tidak dapat melakukan tindak lanjut perbaikan 

Elemen dokumentasi bahkan hanya mencapai 25% dari bobot maksimum. 

6. Lemahnya Komitmen Manajemen 

Tinjauan manajemen tidak dilakukan secara berkala, padahal ini merupakan indikator utama 

komitmen organisasi. 

Kelemahan ini berdampak pada seluruh elemen SMKP: kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, hingga dokumentasi. 

Sintesis Temuan 

Seluruh temuan mengarah pada satu kesimpulan besar: 

Kesenjangan kebijakan dan implementasi terjadi karena lemahnya tata kelola keselamatan, 

kompetensi SDM, serta akuntabilitas manajemen. Hasil ini konsisten dengan selective coding 

yang menyatakan bahwa budaya keselamatan tidak terintegrasi dalam organisasi. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan 

Pertambangan (SMKP) pada PT Adaro Tirta Sarana belum memenuhi standar regulasi, dengan 

capaian hanya 57,08% dari batas minimum 75%. Kesenjangan terjadi pada hampir seluruh 

elemen SMKP, khususnya perencanaan, organisasi dan personel, implementasi operasional, 

evaluasi, serta dokumentasi. Melalui pendekatan kualitatif Grounded Theory, penelitian ini 

menemukan bahwa akar permasalahan tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan terletak 

pada belum terintegrasinya budaya keselamatan dalam tata kelola organisasi. Proses open, 

axial, dan selective coding mengungkap lemahnya sosialisasi kebijakan, ketidaksesuaian 

kompetensi SDM, perencanaan yang tidak terukur, implementasi SOP yang tidak konsisten, 

serta rendahnya akuntabilitas evaluasi sebagai faktor utama penyebab kesenjangan antara 

kebijakan dan praktik SMKP. 

Dengan demikian, efektivitas SMKP sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola 

keselamatan, konsistensi penerapan prosedur, kompetensi sumber daya manusia, serta 

komitmen manajemen dalam pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut evaluasi secara 

berkelanjutan. Tanpa reformulasi kebijakan internal, penguatan struktur dan kompetensi 

organisasi, sistem evaluasi yang akuntabel, serta integrasi budaya keselamatan sebagai bagian 

dari sistem tata kelola, perusahaan jasa pertambangan berpotensi terus berada dalam kondisi 

ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan dan menghadapi risiko operasional yang tinggi. 

Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengaitkan kebijakan, praktik 

organisasi, dan budaya keselamatan untuk menjamin keberlanjutan implementasi SMKP. 
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